
K okohkan sistem presiden-
sial. Inilah salah satu ke-
sepakatan penting MPR

saat mengubah UUD 1945 pada ta-
hun 1999–2002. Karena itu, secara
paradigmatik mestinya dilakukan
pemisahan antara fungsi maupun
kelembagaan eksekutif dan legis-
latif.Pemisahan ini menempatkan
tiap lembaga pada kedudukan
independen dalam memerankan
fungsi-fungsi konstitusionalnya.

Namun, pembentukan Sekre-
tariat Gabungan Koalisi (Setgab
Koalisi) yang diketuai Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
(6/5/2010) justru mengancam
desain presidensialisme dan fungsi
pengawasan oleh parlemen-legis-
latif.Secara de facto presiden-ekse-
kutif memimpin pemerintahan
parlementer dengan mengendali-
kan mayoritas anggota parlemen
melalui Setgab Koalisi. Bukan ke-
betulan bahwa Setgab Koalisi di-
organisasikan menurut model
holding company, yaitu SBY seba-
gai “presiden direktur” dan Ketua
Umum Golkar Aburizal Bakrie se-
bagai ketua harian (chief exectuive
officer).

Koalisi Presidensialisme
Unsur presidensialisme yang

sudah ada dalam UUD 1945 pra-
amendemen adalah Presiden se-
kaligus berkedudukan sebagai ke-
pala negara (head of state), kepala
pemerintahan (chief executive
officer), dan kepala administratif
(chief administrative officer) yang
menjabat selama waktu yang di-
tentukan. Saat itu MPR memilih
dan mengangkat presiden maupun
wakil presiden (wapres).MPR ber-
peran seperti electoral college (ke-

lompok pemilih) yang memilih Pre-
siden Amerika Serikat, tetapi ba-
nyaknya anggota MPR yang di-
angkat (tidak dipilih) membatal-
kan persamaan ini.

Pada 1999–2002 MPR menam-
bahkan dua unsur presidensialis-
me, yaitu presiden dan wapres
dipilih sebagai satu pasangan serta
tidak dapat dimakzulkan dalam
masa jabatannya karena alasan
politik (atau karena “melanggar
haluan negara”).Presiden dan atau
wapres masih dapat diberhentikan
oleh MPR,tetapi berdasarkan alas-
an yang lebih terbatas dan menurut

cara yang ditentukan dalam Pasal
7A-7B UUD 1945.

Pada Pemilihan Presiden (Pil-
pres) 2009, inilah yang terjadi.
SBY-Boediono dicalonkan
sebagai pasangan presi-
den-wapres oleh koalisi 24
partai politik. Jusuf Kalla-
Wiranto dicalonkan Golkar-
Hanura dan Megawati-Prabowo
dicalonkan PDIP-Gerindra.SBY-
Boediono memenangi pilpres da-
lam satu putaran dengan menuai
60-an persen suara pemilih. Real-
isme politik di Indonesia terpaksa
mengeksploitasi kondisi multi-
partai untuk menguatkan pre-
sidensialisme.

Meski presiden memiliki legiti-
masi kuat karena mendapat du-
kungan langsung dari pemilih, dia
berasal dari partai minoritas ter-
besar (Partai Demokrat/PD,peraih
25% kursi DPR) dengan menggan-
deng wapres dari kalangan non-
partai. Maka enam dari sembilan
parpol peraih kursi DPR dimobili-
sasi untuk berkoalisi di belakang
kepresidenan SBY maupun untuk
membangun kohesi di parlemen.
Koalisi di pemerintahan maupun
parlemen sebanyak 60-an persen
suara atau 314 kursi DPR (PD-150,
PKS-57, PAN-43, PPP-37, dan PKB-
27).Kekuatan ini menggelembung
jadi 75% (421 kursi) setelah Partai
Golkar (107 kursi) bergabung.

Jadilah pengorganisasian du-
kungan bagi rezim koalisi itu me-
nyerupai koalisi parlementer,yaitu
pimpinan partai terbesar bertin-
dak sebagai primus interpares (per-
dana menteri) sehingga meng-
ancam fungsi kontrol parlemen.
Hanya tiga partai (24% kursi di
DPR) yang “tertinggal”beroposisi
di luar pemerintahan, yaitu PDIP
(95 kursi), Gerindra (26), dan Ha-
nura (18).Parlemen memang dapat
mewujudkan fungsi pengawasan
pada penggunaan hak angket DPR
tentang kasus Bank Century,bulan

Maret yang lalu. Namun, fungsi ini
berhasil diperankan oleh pihak
“oposisi plus”setelah Golkar,PKS,
dan PPP menyeberang ke pihak
oposisi.

Hak angket itu sedang diupaya-
kan berlanjut dengan hak menya-
takan pendapat dalam rangka pe-
makzulan Wapres Boediono. Jum-
lah pengusul mosi pemakzulan di-
kabarkan melampaui 100 orang.
SBY dan Partai Demokrat gagal
“menghukum” mitra koalisi yang
bermain mata dengan kelompok
oposisi.Pembentukan Setgab Koa-
lisi tampak sebagai langkah prak-
tis untuk menghentikan upaya itu
dengan memberi “hadiah”kepada
Golkar sebagai Ketua Harian
setgab Koalisi.

Politik Parlementarian
Sebetulnya istilah oposisi mau-

pun koalisi tidak tepat diterapkan
pada sistem presidensial karena
fungsi dan lembaga eksekutif ter-
pisah dari legislatif.Tiap organ ke-
kuasaan negara memiliki sumber
legitimasi sendiri dan cara perek-
rutan pejabatnya berbeda. Pre-
siden dipilih langsung oleh rakyat
dan memegang kekuasaan karena
keterpilihannya. Tak seharusnya
pula legislatif dijadikan bagian
dari pemerintah, misalnya by re-
mote dengan mengangkat pimpin-

an aktif parpol sebagai anggota
kabinet koalisi. Remote control itu
semakin kuat melalui Setgab
Koalisi.

Sekarang presidensialisme ter-
sisa dalam unsur berikut: pasangan
presiden-wapres dipilih langsung

oleh rakyat (tetapi parpol bah-
kan koalisi parpol memono-

poli pencalonannya), pre-
siden-wapres menjabat
selama masa jabatan ter-

tentu (fixed term),parlemen-
MPR tak dapat sewaktu-waktu
memberhentikan presiden/wapres
berdasarkan mosi tak percaya
(vote-of-no-confidence).

Namun, mayoritas parpol di
parlemen juga bersekutu dengan
Presiden-eksekutif.Presiden seba-
gai Ketua Dewan Pembina PD me-
mimpin koalisi enam parpol dan
bahkan mengetuai Setgab Koalisi.
Artinya, Presiden bukan hanya
menjadi pusat kekuasaan ekse-
kutif,tetapi juga bertindak sebagai
“pengendali”partai-partai koalisi.
Jelas, kesengajaan menguatkan
Presiden melalui Setgab Koalisi
akan melemahkan fungsi kontrol
parlemen. Parlemen seharusnya
terpisah dari eksekutif dan me-
ngontrol eksekutif, bukan sebalik-
nya.Karena kiat koalisi dalam mul-
tipartai,maka parlemen dijadikan
pendukung pemerintah. Watak
“bawaan”parlemen dilemahkan.

Pembentukan Setgab Koalisi
merupakan peleburan kekuasaan
dalam praktik presidensialisme.
Ini mengingatkan kepada sistem
parlementer yang tidak mengenal
pemisahan kekuasaan eksekutif
dari legislatif.Sistem parlementer
meleburkan kekuasaan eksekutif
dan legislatif (fusion of executive
and legislative powers).Setgab Koa-
lisi menjadi arena peleburan itu.
Benarkah SBY sedang mendorong
amendemen konstitusi untuk me-
nerapkan sistem parlementer bagi
Indonesia?(*)
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PELAYANAN transportasi haji yang selama ini hanya dikuasai dua
maskapai besar, Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines, segera
berakhir.Mulai tahun ini,penunjukan langsung terhadap maskapai yang
melayani jamaah haji berakhir sudah.Pemerintah akan membuka tender
bagi siapa saja maskapai yang memenuhi persyaratan untuk melayani
umat Islam dalam menunaikan ibadah haji.Langkah ini ditempuh sebagai
salah satu upaya untuk menekan ongkos naik haji (ONH) yang selalu
mengalami kenaikan setiap tahun.

Setiap kenaikan ONH, pemerintah selalu berdalih di balik alasan
kenaikan tarif transportasi udara yang menyerap sekitar separuh dari
ONH.Beberapa tahun terakhir ini,pemerintah dalam hal ini Kementerian
Perhubungan bersama Komisi VIII DPR RI terus mengevaluasi persoalan
tarif transportasi udara yang menjadi biang kenaikan ONH. Hasilnya,
kedua lembaga tersebut bersepakat menekan tarif angkutan udara
sehingga ONH tak harus dinaikkan,kalau perlu diturunkan.

Untuk menekan tarif tersebut,pemerintah akan membuka kesempat-
an kepada maskapai lain mencicipi nikmatnya angkutan haji yang telanjur
dikuasai maskapai pelat merah dan perusahaan penerbangan Arab Saudi.
Kedua maskapai tersebut dinilai terlalu besar mengambil margin ke-
untungan dari biaya angkutan haji.Untuk tahun ini,asumsi tarif angkutan
haji yang dipatok Garuda Indonesia sebesar USD1.764 per jamaah dengan
margin keuntungan sebesar 10% .Kalau margin keuntungan tersebut bisa
ditekan lagi dan dibarengi langkah efisiensi di pemondokan, hal itu
berdampak langsung pada penetapan ONH, setidaknya tak perlu ada
kenaikan.

Rencana pemerintah menggelar tender angkutan udara haji disambut
antusias sejumlah maskapai swasta nasional. Kita berharap, tender ter-
sebut dapat dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Berbagai per-
timbangan serius harus menjadi persyaratan tender untuk mendapatkan
operator penerbangan yang memiliki kemampuan,bukan hanya maskapai
yang bisa menawarkan tarif yang lebih rendah dari tawaran Garuda Indo-
nesia, tetapi juga harus diperhitungkan kepiawaian dalam urusan pe-
layanan dan infrastruktur, dalam hal ini pesawat. Buat apa kita men-
dapatkan harga murah,tetapi pelayanan seadanya? 

Dalam setahun terakhir ini, sejumlah maskapai swasta nasional me-
mang sudah menerbangi rute reguler ke Timur Tengah.Satu di antaranya
adalah Lion Air yang membuka penerbangan langsung Jakarta–Jeddah
sejak November tahun lalu. Melihat fakta itu, kemampuan maskapai
swasta nasional tak perlu diragukan. Hanya saja, dalam urusan pener-
bangan haji itu setiap maskapai harus berkoordinasi dengan pemerintah
karena urusan haji tak terlepas dari kontrol langsung pemerintah selaku
penyelenggara,dalam hal ini Departemen Agama.

Yang bisa menjegal operator penerbangan domestik dalam meng-
angkut jamaah haji adalah terkait ketentuan armada pesawat. Kita tahu,
kepemilikan armada pesawat yang memadai (kapasitas penumpang)
untuk mengangkut jamaah haji masih terbatas.Nah,kalau itu masalahnya
sudah di luar domain pemerintah.Yang jelas, kita harus beri apresiasi
terhadap pemerintah yang melakukan terobosan dalam penyediaan
angkutan udara jamaah haji di mana selama ini hanya melalui penunjukan.

Di mata pelaku usaha,tindakan pemerintah tersebut sangat positif dan
Garuda Indonesia tak perlu risau. Bukankah sudah kenyang pengalaman
menerbangkan jamaah haji selama ini sehingga peluang memenangi
tender tetap terbuka luas. Memang, boleh jadi margin keuntungan bagi
operator penerbangan milik negara itu sedikit berkurang,tetapi tak perlu
kagoklagi bila dipelototi Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang
setiap saat bersiap menarik Garuda Indonesia dalam wilayah tuduhan
monopoli usaha.

Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan haji 2009 versi Departemen
Agama, masalahnya memang terfokus pada tiga hal, yakni transportasi,
pemondokan,dan katering.Kita berharap satu per satu persoalan itu bisa
diurai, yang dimulai dari tender penyediaan transportasi udara. Setelah
itu, urusan pemondokan dan katering juga bisa diamankan tahun ini.
Apalagi Menteri Agama Suryadharma Ali berjanji memperbaiki layanan
haji melalui Sistem Manajemen Mutu dengan standar ISO 9001:2008.
Kenapa ya bukan dari dulu?(*)

TAJUK

Berbagai pertimbangan serius harus
menjadi persyaratan tender untuk
mendapatkan operator penerbang-
an yang memiliki kemampuan.
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Indonesia?

H asil penelitian Trans-
parency International
Indonesia (TII) tentang

indeks korupsi lembaga-lembaga
negara dan non-negara sepanjang
tahun 2009 menempatkan DPR
sebagai lembaga terkorup di Indo-
nesia, diikuti lembaga peradilan
dan partai politik di urutan kedua
dan ketiga. Hasil penelitian ini se-
benarnya telah menciptakan
“hattrick” bagi lembaga parlemen
karena telah menjadi lembaga
terkorup tiga kali, yaitu pada 2004
dan 2006.

Mafia Parlemen
Jika lembaga peradilan dan

kepolisian dianggap terkorup,kita
mungkin tidak menggugat karena
rekam jejak lembaga itu selama
ini. Ketika kasus “cicak versus
buaya” muncul, yaitu saat KPK sa-
ngat progresif menyelesaikan ma-
salah pidana korupsi dibanding-
kan kepolisian,polisi pun cemburu
dan menjebak pimpinan lembaga
ini agar tidak menjadi buaya lapar.
Mereka pun memasang desain hu-
kum agar cicak ketakutan.Akhir-
nya jatuhnya citra KPK juga men-
jatuhkan citra pemerintahan SBY
sebagai pemerintah yang konsis-
ten pada penegakan hukum dan ko-
rupsi yang membudaya di Nusan-
tara.Tinggallah lembaga kepolisi-
an harus menyelesaikan masalah
korupsi dan mafia hukumnya,
padahal dirinya tidak bersih dari
mafioso.

Namun, menjuluki legislatif
sebagai lembaga terkorup? Ini
tentu memprihatinkan.Salah satu
semangat Reformasi 1998 adalah
memperkuat parlemen sebagai
daulat rakyat dan bukan tukang
stempel penguasa.

Mungkin kita terima jika DPR
dimasukkan sebagai lembaga ko-
rup (bukan terkorup).Melalui me-
dia terlihat lembaga rakyat itu be-
lum menjadi tempat yang nyaman
bagi rakyat.Ada banyak cincai po-
litik, kelompok, partai, dan per-
cumbuan terlarang dengan ekse-
kutif  yang mengakibatkan parle-
men belum menjadi lembaga peng-
awal kepentingan rakyat secara
baik,melalui mekanisme legislasi,
monitoring,dan penganggaran.Da-

pat dilihat, meskipun sejak Re-
formasi telah tiga kali berlangsung
pemilu multipartai, kemilau par-
lemen sebagai matahari rakyat
belum bersinar.

Belum lagi kalau melihat ba-
nyaknya anggota parlemen yang
masuk penjara akibat korupsi dan
kolusi. Kuasa legislasi memung-
kinkan anggota parlemen mem-
buat deal-deal kepentingan de-
ngan korporat atau negara dalam
memuluskan libido ekonominya
melalui lahirnya perundangan.
Tak terhitung berapa banyak
anggota parlemen yang telah di-
tangkap tangan atau berdasarkan
dokumen untuk mendukung
diam-diam perusahaan dan kong-
lomerasi. Mulai masalah rekla-
masi, konsesi pertambangan, alih-
fungsi hutan dan ruang publik
hingga kebijakan komersialisasi
dan privatisasi sumber vital bang-
sa (telekomunikasi, bahan bakar,
air, pulau, moneter dan fiskal).
Dengan celah hukum longgar par-
lemen dapat berbuat seenak lutut-
nya. Mereka menggunakan ang-
garan perjalanan dinas, anggaran
panitia kerja atau khusus (ad hoc),
aneka tunjangan,dan keistimewa-
an fasilitas kelengkapan Dewan
lainnya untuk kepentingan yang
tidak objektif diperlukan
konstituen.

Sikap heroik parlemen pasca-
Reformasi ketika menggusur Pre-
siden Habibie dan Gus Dur tidak
dapat dikatakan citra baik DPR.Ini
hanya kamuflase yang mengabur-
kan hasrat kuasa yang lebih besar
dibandingkan hasrat altruistik,
berkorban demi rakyat. Kita pun
tahu, tragedi Gus Dur telah me-
lahirkan kesadaran bahwa par-
lemen sangat mungkin menjadi
diktator atas nama demokrasi.

Pasca-Setgab Koalisi
Dua hari pascapengumuman

Sri Mulyani akan dipekerjakan
sebagai Direktur Pelaksana Bank
Dunia, peta politik di parlemen
pun berubah. Aburizal Bakrie,
yang menikam Partai Demokrat
dalam kasus bailout Century, di-
angkat menjadi Ketua Harian Sek-
retariat Bersama (Setgab) Koalisi.
Tujuan praksis Setgab adalah
mengonsolidasikan kekuatan par-
tai-partai pendukung pemerintah
agar memiliki kestabilan politis
baik di kabinet ataupun di parle-
men.Bak sebuah orkestra, seluruh
artikulasi para anggota Golkar
yang sebelumnya kritis dan sangar
menjadi santun dan protokoler ke-
tika membicarakan kebijakan
yang berhubungan dengan SBY.
Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua
DPR, menyebutkan kasus bailout
Century sangat mungkin dipeties-
kan pascahengkangnya Sri Mul-
yani.Bukan sebuah ungkapan yang
umum jika dilihat dari sikapnya
dua bulan lalu.

Di sini lemahnya struktur DPR
bukan hanya karena pragmatisme
Golkar dan lemahnya kritisisme
partai-partai penguasa (Partai De-
mokrat,PAN,PKB,dan PPP),tetapi
secara lebih luas menunjukkan
bahwa tidak ada hubungan antara
perubahan sistem elektoral legis-
latif dengan kualitas senator men-
jadi lebih berintegritas dan po-
pulis. Malah cenderung menjadi
aristokrat tanggung, para bangsa-
wan tuli dan serakah.

Pemilu 2009 menjadi pemilu
yang berbeda dibandingkan de-
ngan pemilu sebelumnya. Pada
Pemilu 2009 baru diberlakukan sis-
tem pemilihan orang secara murni
dan tidak lagi proporsional partai.
Pada Pemilu 2004 sistem memilih

orang masih bersifat quasi, yaitu
apabila tidak memenuhi rasio ke-
cukupan suara akan dilimpahkan
kepada nomor urut lebih tinggi.Pa-
da Pemilu 2004 sempat terdengar
“prahara Nurul Arifin”, memiliki
suara lebih banyak dari Ade Kama-
ruddin tapi malah gagal meluncur
ke Senayan.Hanya karena Ade ber-
ada di nomor urut satu dan itu jatah
pengurus partai.

Namun citra yang diperlihat-
kan Parlemen tidak sekuat kua-
litas demokrasi yang diusungnya.
Lebih setahun sejak pemilu April
2009, DPR tidak makin membang-
gakan dalam mengusung Geist des
Menchen,semangat rakyat yang ke-
rap pedih sendiri.Etika prosedural
demokrasi telah dilangkahi oleh
peraturan untuk peraturan  atau
peraturan untuk proyek (le droit
pour le projet) dan bukan untuk rak-
yat (le droit pour le peuple).Muncul-
nya pansus penegakan hukum,ter-
kait diskriminasi hukum yang di-
terima Susno Duadji, belum tentu
akan memperbaiki citra parlemen
yang kembali jatuh pascarekon-
siliasi Ical-SBY.Akan ada lagi ke-
lompok kritis tersangkut kail ke-
kuasaan,tinggal tunggu waktu.

Dengan kuasa swaanggaran
yang dimiliki,DPR telah mengatur

untuk dirinya sendiri anggaran-
anggaran kesejahteraan.Alokasi
anggaran rutin dan operasional
bagi DPR hingga Rp2 triliun dan
biaya renovasi Gedung Nusantara
Senayan sebesar Rp1,8 triliun men-
jadi bukti mereka tidak sensitif
dengan kondisi rakyat yang masih
terpuruk dalam kemiskinan dan
kealpaan.Dengan kekuatan partai
koalisi hingga 65% (minus PKS),
Partai Demokrat bisa memimpin
rekan-rekannya untuk menolak ke-
sewenangan anggaran, tapi tidak
dilakukan. Maka jangan salahkan
jika rakyat merasa pesimistis de-
ngan masa depan demokrasi ber-
basis aristokrasi ini.

Eksperimentasi demokrasi te-
lah melahirkan banyak model dan
konfigurasi, tetapi belum mem-
berikan bobot pada isi. Jika kita
mengingat kembali alasan Charles
Louis de Secondat, Baron de la
Brede et de Montesquieu tentang
pentingnya parlemen, yaitu agar
kekuasaan para raja tidak menum-
puk dan adanya keseimbangan ke-
kuasaan (balance of power), maka
kehadiran parlemen terlihat perlu
sekali. Namun kejadian hari ini
legislatif tidak menjadi lembaga
yang mendekatkan suara rakyat
menderita kepada suara Tuhan
yang perlu dibela dan dihormati.
Dengan kemapanan politik dan
kedewasaan informasi yang di-
miliki publik, sebenarnya publik
selama ini telah mengadvokasi
dirinya sendiri dari kesewenangan
penguasa-pengusaha.

Maka ketergantungan pada
parlemen, termasuk membiayai
kehidupan anggota Dewan yang
jauh dari cukup, bisa ditangkis.
Caranya, bekalilah sebuah par-
lemen yang fakir,yang benar-benar
memahami bahwa anggota par-
lemen adalah advokat bagi rakyat.
Ia paham sejak awal tidak akan
dibekali fasilitas dan uang yang
menghijaukan mata dan membuat
iri tetangga. Menjadi anggota De-
wan berarti berjanji dengan komit-
men, pengetahuan, dan talenta
altruistiknya untuk membangun
demokrasi dan kesejahteraan
rakyat. Rakyat harus melakukan
referendum jika anggota parlemen
akan diberi privilese sedemikian
mewah seperti saat ini karena
rakyat juga hidup dengan bekerja
dan bukan berleha-leha.

Jika tidak bisa dilakukan itu
semua,sungguh kita tidak memer-
lukan parlemen.(*)

Parlemen Borjuis,Siapa Perlu?

Citra yang
diperlihatkan

Parlemen tidak
sekuat kualitas
demokrasi yang

diusungnya. Lebih
setahun sejak

pemilu April 2009,
DPR tidak makin
membanggakan

dalam
mengusung Geist

des Menchen,
semangat rakyat
yang kerap pedih

sendiri. 
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